BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR : 241.2 /07 /HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Memimbang

Mengingat

BUPATI KLUNGKUNG,

bahwa dalam rangka untuk menngkatkan akses
layanan Pendidikan serta  menngankan  beban
masvarakat terhadap pembiayaan Pendidikan Taman
Kanak-kanak vang bermutu dan berlualitas, dipandang
perlu melakukan perubahan terhadap Status Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh
masyarakal alau pemerintah desa menjadi Taman
Kanak-Kanak Negeri;

bahwa herdasarkan Ketentuan Pasal 16 Peraturan
Menteri. Pendidikan dan Kebudayvasn Momor 84 Tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dind, mengamanatkan Kepala [Dinas mengajukan
perrubshan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dind
vang semula disclenggarakan oleh masyaralal atag
pemerintah desa menjadi satuan Pendidikan Analk Usia
Dini  vang  diselenggarnkan  oleh  Pemenntah
Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota dengan
melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan (lahraga Kabupaten Kiungkung
MNomor 421.1/ fDisdikpora, Tanggal ........., Perihal
Pengajuan  Perubahan  Status Lembaga PAUD
{Penegerinn  TEj, perdu  merubah  Status - Satuan
Pendidikan Anak Usia Dim;

bahwa  berdasarkan  periimbangan sebhagaimana
dimaksud dalam hurup a, hurup b dan hburup e, perlu
menctapkan Keputusan Bupatl itentang perubahan
Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dono;

Undangndang MNomor 69 Tahun 19538 tentang
Pembeniukan Daerah-daerah Tingkat 1l dalam Wilayvah
Daernh = Dacrah Tingkat | Bab | Nusa Tenggarn Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1938 Nomor 122 | Tambahan
Lembaran Negara Eepulik Indonesia Nomor 1635];

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ijentang Sistem



Menetapkan

KESATL

Pendidikan Nesional (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia. Tahun
2022 Nomeor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penvelenggarann Pendidikan [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103) s=ebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemenntah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tenting  Fengelolaan dan Penyvelenggaraan Pendidikan
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5137,

5. Peraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Masional Pendidikan (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor BET6|
schagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ferubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021
tentang Standar Nasonal Pendidikan [Lemibaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2022 Momor 14, Tambahan
Lembaran Megara Hepublik Indonesia Nomor 6762);

f, Peraturan Menteri Pendidilean Nasisnal Momor 58 Tahun
200% tentang Standar Pendidikan Anak Usis Dino;

T, Peraturan Mentern Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Momor 1279);

8, Peraturan Menteri Pendidikan dan Eebudayvean Momor
342 Tahun 2018 tentang Standar Tekmis Pelayanan
Minimal Pendidikan [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1687];

MEMUTLUSEAN

Menetapkan Perubahan Status- Satuen Pendidikan Anak
Ugia [Dini (PAUD] wvang semula dizselenggeralkan  oleh
masyarakal atau pemenniab desa menjadi Satuan PAUD
vang disclenggarakan  oleh Pemenniabh Kabupaten
Klungkung,



EEDLIA : Satuan PAUD vang diubah statusnva scbhagaimana

dimnaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan : TK 5D Satu Atap Pejukutan

NFPSN : GOS8 14400
Alamial ¢ Dega Pejukutan
KETIGA . Sepala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannyva

Heputusan Bupati im dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Helanja Daerah Kabupaten Klungkung.

KEEMPAT ¢ Keputusan Bupati imi mulai  berlaku  pada  tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
Jpadagagpgal.] Agustus 2023
.- = :‘_,.r._'_" ..\. : '\._.

Tembusan keputusan ini disampaikon kepada Yih.;
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Cruibernur Bali di Denpasar.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provins: Bali di
Denpasar,

Kepala [hnas Pendidikan, Kepemucdaan dan Olahrags Kabupaten Klungkung
di Semarapura,

Inspekiur Daerah Kabupaten Klungkung di Sermarapura

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Khungkung di Semarapura

Kepala Bagian Hulkum Sekretanal Daerab Kabupaten Klunghkung di
Srmaraplira

. Kepala Bagian Organisasi Seleretanat Daerah Kabupaten Klunghkung di

SEmarapura
Camat Hlungliunﬂ di Hlunﬂkung
Camat Dawan di Dawan

10.Camat Banjarangkan di Banjarangkan

11.Camat Nusa Pemda di Musa Pemida



